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Abstrak 

Kebutuhan rapid test yang tinggi tentu tidak hanya dipandang dari aspek pelayanan kesehatan 

semata, akan tetapi juga merupakan peluang bisnis dibidang kesehatan. Biaya rapid test yang 

cukup mahal membuat penyediaan jasa fasilitas kesehatan menjadikan rapid test sebagai peluang 

usaha yang menguntungkan. Beberapa oknum telah memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut 

untuk memperoleh beberapa keuntungan. Salah satu tindakan tersebut ialah dilakukan oleh oknum 

pelayanan kesehatan PT Kimia Farma Diagnostika yang merencanakan mendaurulang stik rapid 

test, kemudian digunakan kembali kepada masyarakat yang hendak melakukan rapid test. Oleh 

sebab itu penulis ingin mengkaji penelitian terkait pemidanaan pendaurulang dan 

pertanggungjawaban pidana pendaurulang serta penjual alat rapid test hasil daur ulang. Penelitian 

ini menggunakan metode normative dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait. 

Hasil penelitian ini adalah perbuatan Tindakan oknum pelayanan kesehatan Kimia Farma 

Diagnostika di Bandara Kualanamu yang sengaja mendaurulang stik rapid test bekas dapat dijatuhi 

pidana kurungan penjara maximal 5 tahun atau pidana denda maximal 2 Milyar dan 

pertanggungjawaban pidana para pelaku pendaurulang serta PT Kimia Farma Diagnostika akan 

dikenakan sanksi pidana denda dengan diperberat menambah 1/3 dari ancaman maximal pidana 

denda. 

Kata Kunci: sanksi pidana, daur ulang, rapid test bekas 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam masa pandemi Covid-19, pengetatan aturan rapid test pada perjalanan 

menggunakan pesawat udara tentunya berdampak pada tingkat penggunaan dan kebutuhan rapid 

test yang semakin tinggi. Hal tersebut adalah konsekuensi atas waktu berlaku rapid test yang 

semakin singkat. Sehingga setiap orang yang dulunya menggunakan pesawat udara dengan 

perjalanan pergi dan pulang hanya melakukan rapid test 1 kali sebelum berangkat, karena jangka 

waktu yang berlaku adalah 14 hari, namun kini harus melakukan rapid test pada saat perjalanan 
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pergi dan melakukan rapid test lagi pada saat perjalanan pulang karena peraturan masa berlaku 

rapid test berubah menjadi sangat singkat.1 

Kebutuhan rapid test yang tinggi tentu tidak hanya dipandang dari aspek pelayanan 

kesehatan semata, akan tetapi juga merupakan peluang bisnis dibidang kesehatan. Biaya rapid test 

yang cukup mahal menjadikan rapid test sebagai peluang bisnis yang membawa banyak keuntungan 

bagi penyediaan fasilitas kesehatan. Dimana dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan 

umumnya memiliki tujuan dalam pelaksanaan upaya guna pencegahan maupun pengobatan pada 

penyakit.2 

Namun beberapa oknum telah memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk 

memperoleh beberapa keuntungan. Salah satu tindakan tersebut ialah dilakukan oleh oknum 

pelayanan kesehatan Kimia Farma Diagnostika yang dengan sengaja mendaurulang stik rapid test, 

kemudian digunakan kembali kepada masyarakat yang hendak melakukan rapid test. Kasus 

tersebut terungkap di Bandara Udara Kualanamu.3 

Ditreskrimsus Polda Medan telah berhasil mengungkap kasus stik rapid test daur ulang di 

Bandara Udara Kualanamu. Tindakan tersebut sebagai upaya karna adanya beberapa laporan dari 

calon penumpang pesawat yang mendapatkan stik swab antigen dengan hasil positif Covid-19 

setelah melakukan rapid test di Kimia Farma Diagnostik Bandara Kualanamu. Kemudian laporan 

tersebut diterima oleh Ditreskrimsus Polda Medan dan langsung diselidiki dengan melakukan 

penyamaran menjadi penumpang pesawat dengan melakukan rapid test di tempat yang sama seperti 

yang dilaporkan korban. Setelah mendapatkan hasil rapid test positif, para polisi yang menyamar 

segera memeriksa seluruh isi ruangan laboratorium dan langsung mendapati ratusan alat rapid test 

bekas yang sudah didaur ulang.4 

Dari hasil penyelidikan Ditreskrimsus Polda Medan, terdapat 5 orang tersangka. Dimana 

alat rapid test bekas dicuci kembali menggunakan alcohol 75%, kemudian dikeringkan dan 

 
1 Nafilah Sri Sagita, “Rapid Antigen-PCR untuk Perjalanan Berlaku Berapa Hari? Ini Aturan Terbarunya”, 

(https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5327704/rapid-antigen-pcr-untuk-perjalanan-berlaku-berapa-

hari-ini-aturan-terbarunya diakses pada tanggal 29 November 2021 pukul 19.03 WIB). 
2 Wiwik Afifah and others, ‘Publikasi Identitas Pasien Covid-19 Dalam’, 5 (2021), 22–44. 
3 Dewantoro, “Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas Di Bandara Kualanamu” 

(https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-

rapid-testbekas-di-bandara?page=all  diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 01.15 WIB). 
4 Ibid. 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5327704/rapid-antigen-pcr-untuk-perjalanan-berlaku-berapa-hari-ini-aturan-terbarunya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5327704/rapid-antigen-pcr-untuk-perjalanan-berlaku-berapa-hari-ini-aturan-terbarunya
https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-testbekas-di-bandara?page=all
https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-testbekas-di-bandara?page=all
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dikemas ulang yang sangat mirip dengan kemasan rapid test yang asli. Selanjutnya rapid test bekas 

tersebut dibawa ke tempat rapid test Kimia Farma di Bandara Kualanamu untuk digunakan 

kembali. Berdasarkan informasi, bahwa kelima oknum petugas medis kimia farma tersebut telah 

menggunakan alat rapid test bekas selama 3 bulan sejak bulan Desember 2020 dengan perkiraan 

telah memakan korban sebanyak 9.000 orang dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 

1,800,000,000,00. Sejak saat itu juga para pelaku pendaurulang hanya menggunakan alat rapid test 

antigen yang baru apabila stok alat rapid test bekas sudah tidak tersedia.5 

Berdasarkan keterangan latar belakang tersebut, maka ditemukan rumusan masalah terkait 

pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana pendaurulang serta penjual alat rapid test antigen 

bekas. Pengkajian atau pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana pendaurulang dan PT Kimia Farma Diagnostika selaku penjual alat 

rapid test hasil daur ulang. 

B. PEMBAHASAN 

1. Pemidanaan Pendaurulang Alat Rapid Test Bekas 

Penyediaan fasilitas rapid test pada dasarnya sangat menunjang bagi kemudahan dan 

kenyamanan masyarakat, namun dari aspek lain, pemerintah harus proaktif dalam melakukan 

kontrol dan pengawasan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan terbaik. Kualitas pelayanan 

menjadi perhatian yang paling utama dalam penyediaan jasa rapid test, mengingat Covid-19 adalah 

virus yang sangat mudah penularannya.6 

Sebagai Negara hukum, segala kegiatan masyarakat telah diatur oleh hukum sebagai 

batasan-batasan dalam bertindak serta menegakkan hak-hak setiap orang, termasuk yang terkait 

tindak pidana. Negara telah mengatur secara tegas mengenai perbuatan atau tindakan-tindakan 

yang masuk dalam kategori sebagai tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana mendaurulang 

alat rapid test bekas yang dapat membahayakan ribuan nyawa masyarakat di tengah situasi 

 
5 Rachmawati, “Sejak 3 Bulan Terakhir Sekitar 9.000 Orang Diduga Gunakan Alat Rapid Test Bekas Di Bandara 

Kualanamu” (https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/124200378/sejak-3-bulan-terakhir-sekitar-

9000-orang-diduga-gunakan-alat-rapid-test?page=all, diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 01.29 

WIB). 
6 Muhamad Beni Kurniawan, ‘POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-

19 ( Government Legal Politics In Handling Of COVID-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health 

’ S Perspective )’, Jurnal Ham, 12.1 (2021), 37–55. 

 

https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/124200378/sejak-3-bulan-terakhir-sekitar-9000-orang-diduga-gunakan-alat-rapid-test?page=all
https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/124200378/sejak-3-bulan-terakhir-sekitar-9000-orang-diduga-gunakan-alat-rapid-test?page=all
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pandemic seperti sekarang ini. Sehingga terdapat beberapa ketentuan hukum yang telah dilanggar 

terkait tindak pidana mendaurulang rapid test bekas yang telah dilakukan oleh para oknum 

pelayanan kesehatan kimia farma diagnostika di Bandara Internasional Kualanamu. 

Berdasarkan kronologi kasus mendaurulang stik rapid test bekas kepada para oknum 

pelayanan kesehatan kimia farma diagnostik, tindakan tersebut telah memenuhi unsur melawan 

hukum karena tindakan tersebut terbukti melanggar beberapa ketentuan hukum Undang-Undang 

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Dalam Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyatakan bahwa ketersediaan farmasi maupun alat kesehatan harus aman, bermutu, bermanfaat 

serta terjangkau.. Sedangkan mendaurulang alat rapid test bekas yang kemudian dipergunakan 

kembali kepada masyarakat yang hendak melakukan rapid test merupakan suatu tindakan yang 

melawan hukum dan sangat membahayakan nyawa maupun kesehatan masyarakat, terlebih lagi 

alat rapid test bekas tersebut sudah dipergunakan kepada 9.000 orang. 

Kemudian dalam Pasal 98 Ayat 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

terdapat peraturan terkait pengolahan dan pengedaran serta ketersediaan fasilitas kesehatan wajib 

sesuai standar pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam PP. Sehingga dampak dari 

tindakan melakukan daur ulang alat rapid test juga tidak memenuhi standart mutu kualitas karna 

berpotensi penularan Covid-19. 

Maka, berdasarkan kasus tersebut para oknum tenaga medis kesehatan kimia farma 

diagnostik telah terbukti dengan jelas  memiliki niat jahat serta telah memenuhi unsur melawan 

hukum dan unsur kesengajaan karena tindakan tersebut sudah direncanakan secara sistematis. 

Sehingga para pelaku tersebut telah terbukti melanggar ketentuan hukum terkait 

pengadaan, pengolahan dan pengedaran serta penyalahgunaan standart mutu dan keamanan 

ketersediaan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu para 

oknum tenaga medis kesehatan kimia farma diagnostik tersebut sudah jelas melanggar ketentuan 

Pasal 98 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Atas tindakan pelanggaran yang dilakukan para oknum tenaga medis kesehatan kimia 

farma diagnostik tersebut yang telah mendaurulang alat rapid test antigen bekas, kemudian 

digunakan kembali kepada masyarakat umum patut untuk di pidana. Adapun ancaman pidana yang 
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dapat dikenakan terhadap pelaku ialah Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan serta sanksi pidana kurungan penjara maksimal 10 tahun atau pidana denda maksimal 

1 Miliar. 

Selanjutnya terdapat pula ketentuan hukum yang dilanggar oleh para oknum petugas medis 

kesehatan kimia farma diagnostic yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Beberapa pelaku oknum petugas kesehatan kimia farma diagnostic yang melakukan 

mendaurulang alat rapid test bekas selanjutnya telah dipergunakan kembali kepada masyarakat 

selaku konsumen juga telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu terkait beberapa hak konsumen yang sudah diatur sesuai Pasal 4 huruf a, c, dan 

g. 

Selain melanggar ketentuan hukum hak konsumen, oknum petugas media kimia farma 

diagnostik juga telah gagal memenuhi kewajibannya sebagai produsen sesuai Pasal 7 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kewajiban produsen ialah 

mempunyai itikad yang baik untuk melaksanaan kegiatan usahanya. Dalam pasal ini seharusnya 

para oknum medis petugas kesehatan sebagai produsen berkewajiban menyampaikan kondisi 

produk dengan jujur. Namun tindakan para oknum tersebut dalam memperjualbelikan alat rapid 

test antigen bekas kepada masyarakat, maka para oknum tersebut tidak melakukan itikad baik 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku usaha. 

Selanjutnya, para oknum petugas medis kimia farma diagnostik juga telah melanggar 

peraturan yang dilanggar Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha berdasarkan Pasal 8 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena telah membuat atau 

memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan 

para pelaku pendaurulang alat rapid test antigen bekas selaku petugas medis kesehatan seharusnya 

melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat umum untuk meminimalisir resiko 

masyarakat agar tidak tertular Covid-19. 

Dari isi pasal tersebut sudah jelas jika pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan barang 

terlebih lagi jika barang tersebut pengolahannya tidak sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah 

farmasi kesehatan. Sedangkan para oknum pelayanan kesehatan kimia farma melakukan daur 

ulang alat rapid test antigen bekas dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi, maka sudah 



6 
 

jelas para pelaku pendaurulang alat rapid test tersebut telah melanggar Pasal 8 Ayat 3 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Selanjutnya, para oknum petugas medis kimia farma diagnostik juga melanggar Pasal 9 

Ayat 1 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa produsen 

dilarang memproduksi barang dalam kondisi cacat namun diperjualbelikan seolah-olah kondisi 

barang tersebut masih baru. Sedangkan para pelaku pendaurulang alat rapid test tersebut telah 

memberikan beberapa penawaran barang kepada konsumen dengan tidak jujur yaitu seolah-olah 

memberikan alat rapid test yang baru. 

Maka dapat disimpulkan bahwa para oknum petugas medis kesehatan kimia farma 

diagnostika sebagai produsen telah melanggar beberapa peraturan yang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 s/d Pasal 18 patut dikenakan ancaman pidana menggunakan Pasal 62 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana kurungan 

penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 2 Miliar. 

Selanjutnya sejak Desember 2020 telah diketahui bahwa para oknum petugas medis 

kesehatan kimia farma diagnostic dalam melakukan pelayanan rapid test antigen bekas 

diperkirakan telah meraup keuntungan sebesar 1,8 Miliar dimana  perolehan hasil atau 

keuntungannya di dapat oleh para pelaku pendaurulang alat rapid test bekas. Menurut Pasal 3 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, terhadap sanksi tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 

maka para pelaku pendaurulang dapat dikenakan sebagai sanksi tambahan berupa mendapatkan 

keuntungan pribadi. 

Ancaman pidana yang sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan hukuman 

atau sanksi lebih berat jika melihat keadaan sedang pandemi viru corona yang telah terjadi hampir 

di segala negara hampir di penjuru dunia.  Kecenderungan tersebut juga dapat diterapkan oleh 

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya dengan cara menerapkan pasal yang berlapis atau biasa 

dikenal dengan istilah Concursus atau perbarengan tindak pidana. 

Dalam hal ini para oknum tenaga medis kesehatan kimia farma diagnostik yang melakukan 

daur ulang alat rapid test bekas telah melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 
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tentang Kesehatan karna membahayakan ribuan nyawa masyarakat umum, terlebih lagi ditengah 

kondisi pandemi Covid-19. 

Selain itu, Hakim juga dapat memutus perkara terhadap para terdakwa dengan memberikan 

ancaman pidana yang semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan dampak buruk tindakan 

para oknum petugas medis kesehatan kimia farma diagnostik yang seharusnya memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak membahayakan nyawa masyarakat demi 

kepentingan atau keuntungan pribadi. 

 

2. Pertanggungjawaban Pidana Pendaurulang dan PT. Kimia Farma Tbk. Selaku Penjual 

    Alat Rapid Test dan Rapid Test Hasil Daur Ulang. 

Kesalahan dalam menjalankan suatu profesi sebagai tenaga medis kesehatan akan 

membentuk sebuah pertanggungjawaban pidana yang bergantung pada sifat dan kerugian yang 

timbul, terdapat 3 perfektif pokok sebagai satu kesatuan, yaitu pertama perlakuan yang melanggar 

norma, kedua perlakuan yang didasari karna kelalaian, dan ketiga perlakuan yang mengakibatkan 

kerugian dalam hukum. Arti kerugian dalam hukum ialah bahwa kerugian yang telah dinyatakan 

hukum dan dapat dipulihkan dengan cara memberikan tanggung jawab hukum kepada pelaku  yang 

telah terlibat dengan proses hukum.7 

 Terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban dengan penerapan 

hukuman pidana yang diatur pada bagian ke lima belas dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu 

bahwa dalam menjaga keamanan ketersediaan fasilitas kesehatan telah tertuang dalam beberapa 

pasal sebagai berikut: 

1. Pasal 98 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa, 

ketersediaan alat fasilitas kesehatan keamanannya wajib terjamin mutunya.  

Sedangkan dapat diketahui bahwa tindakan para oknum pendaurulang alat rapid test 

antigen bekas dengan sengaja merupakan termasuk tindakan pidana pelanggaran Pasal 98. 

Sehingga jika melanggar ketentuan Pasal 98, menurut Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan 

atas perbuatan pelaku pendaurulang tersebut dikenakan ancaman pidana kurungan penjara 

maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal 1 Miliar. 

 
7 Albertus Soge, ‘Tinjauan Penanganan Kasus Malpraktek Medis Di Pengadilan Pidana Dalam Perspektif Hukum 

Kesehatan’, Justitia et Pax, 35.1 (2019), 81–100 <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2467>. 
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2. Pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa, 

ketersediaan alat fasilitas kesehatan diperbolehkan beredar setelah mendapatkan perizinan 

edar. 

Maka menurut Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, perbuatan para petugas medis PT 

Kimia Farma Diagnostika yang telah mendaurulang kemudian memperjualbelikan rapid test 

bekas terhadap masyarakat yang hendak melakukan rapid test antigen maka perbuatan oknum 

tersebut dapat dikenakan ancaman pidana dengan pidana kurungan penjara maximal 15 tahun 

dan pidana denda maximal 1,5 Miliar. 
 

 Selanjutnya sesuai dengan PP tentang Tenaga Ksehatan, tindakan pendaurulangan alat 

rapid test antigen bekas terbukti telah melangar tugas dan kewajiban mereka sebagai petugas medis 

kesehatan, dimana seorang pasien harus mendapatkan pelayanan dan informasi yang benar dalam 

mendapatkan informasi. 

Sesuai pedoman Standart Operasional Prosedur (SOP), cara penggunaan rapid test antigen 

yaitu dengan cara memasukkan cotton buds ke dalam lubang pernafasan supaya sample rapid test 

dapat mengambil cairan protein agar bisa dideteksi. Tentunya dalam penggunaan Rapid Test 

Antigen seharusnya dapat menyeleksi baik dari segi pemilihan, pemeriksaan serta pengelolahan. 

Sehingga dalam melakukan rapid test terhadap masyarakat, stik rapid test tersebut harus dalam 

keadaan sudah steril dan tidak ada dampak baik sebelum atau setelah melakukan rapid test. 

Mengingat dalam kasus daur ulang alat rapid test antigen ini tentunya terdapat hubungan 

timbal balik yang melibatkan pihak perusahaan farmasi PT Kimia Farma Diagnostika sebagai 

pelaku usaha atau penyedia produk farmasi. Terdapat profesionalitas serta tanggung jawab pada 

pihak perusahaan farmasi dan para tenaga medis pelayanan rapid test yang dipertaruhkan dalam 

kasus ini. 

Dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen lebih mempertegas yaitu produsen dilarang memperjualbelikan produk 

cacat dan bekas tanpa memberikan informasi yang sesungguhnya. Selain itu, dalam Ayat (4) 

menyatakan jika terdapat pelaku usaha meelanggar larangan tersebut dengan memperdagangkan 

produk maupun jasa maka dapat ditarik dari kegiatan usahanya. Sehingga dalam 

pertanggungjawaban pidaana masing-masing pelaku pendaurulang alat rapid est antigen bekas 
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selaku produsen dapat dituntut dengan ancaman pidana kurungan penjara maximal 5 tahun atau 

pidana denda maximal 2 Miliar. 

Selanjutnya PT Kimia Farma sebagai induk dari PT Kimia Farma Diagnostika merupakan 

salah satu perusahaan BUMN tentu dinilai sangat tidak patut terkait tindakan pegawai atau 

karyawannya yang melakukan tindakan daur ulang alat rapid test antigen bekas. Dimana setiap 

perusahaan selalu dituntut dalam bertanggungjawab atas kesalahan aktivitas dari pekerjanya. 

Sehingga dalam kasus daur ulang alat rapid test bekas, dimana tindakan para oknum pendaurulang 

alat rapid test bekas tersebut merupakan kejahatan korporasi yang mengharuskan pengurus 

korporasi turut mempertanggungjawabkan akibat aktivitas pegawai atau karyawannya.  

Sehingga dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Tindak Pidana Korupsi menjelskan terdapat perbuatan pidana yang menempatkan korporasi PT 

Kimia Farma Diagnostika selaku subyek hukum memiliki pertanggungjawaban pidana oleh sebab 

itu dapat dijatuhkan ancaman pidana denda pokok serta diperberat denda tambahan 1/3 

berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

“Mengingat kasus daur ulang alat rapid test antigen bekas dalam aspek penegakkan hukum 

tentu bukan satu-satunya suatu persoalan. Menurut hukum perdata apabila ada pihak yang masih 

merasa keberatan dengan peristiwa hukum yang menimpanya dengan menempuh jalur 

penyelesaian melalui Litigasi atau Non-Litigasi. Dimana menyelesaian sengketa Non-Litigasi bisa 

diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdiri dari unsur konsumen, unsur 

pelaku usaha dan unsur pemerintah.” 

Dengan demikian maka para korban alat rapid test antigen bekas selaku konsumen yang 

dirugikan dapat mengajukan gugatan pada BPSK untuk menyelesaikan sengketa dengan PT Kimia 

Farma Diagnostika, apabila pihak korban masih merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut. Selain 

itu, jika mengungkit tentang kondisi korban yang telah mendapatkan alat rapid test antigen bekas, 

sampai sekarang masih belum ada informasi terbaru terkait peranan korban dalam menuntut ganti 

rugi terhadap PT Kimia Farma Diagnostika. Sehingga kondisi korban dalam pemenuhan hak-hak 

sebagai korban yang dirugikan masih belum jelas diketahui. 

 

C. KESIMPULAN  
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1. Tindakan “oknum pelayanan kesehatan Kimia Farma Diagnostika yang sengaja 

mendaurulang alat rapid test bekas kemudian dipergunakan kembali dengan cara dijual 

kepada masyarakat umum merupakan suatu tindakan yang melawan hukum karena telah 

melanggar ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta 

melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” karna hal 

tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan yang sudah 

direncanakan secara sistematis, sehingga dapat membahayakan ribuan nyawa korban yang 

telah melakukan rapid test, maka para pelaku pendaurulang alat rapid test bekas tersebut 

dapat dipidana. 

2. Pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku pendaurulang alat rapid test bekas 

dapat “dikenakan ancaman pidana terhadap pelanggaran dengan pidana kurungan penjara 

maximal 5 tahun atau pidana denda maximal 2 Miliar.” Selanjutnya PT Kimia Farma 

Diagnostika Bandara Kualanamu selaku subyek hukum memiliki pertanggungjawaban 

pidana oleh sebab itu dapat dijatuhkan ancaman pidana denda pokok serta diperberat denda 

tambahan 1/3 berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak 

Pidana Korupsi. 

 

D. SARAN 

1. Pemerintah“harus melakukan peninjauan ulang yang merata terhadap fasilitas kesehatan 

yang menyediakan pelayanan rapid test dan memastikan proses penanganan dan verifikasi 

rapid test berjalan dengan baik serta BPOM juga perlu pengecekan dan pemeriksaan secara 

rutin di setiap fasilitas kesehatan mengenai pandemic corona pada saat melakukan 

perpanjangan perizinan.” 

2. PT Kimia Farma Tbk perlu restrukturisasi organisasi dan memperkuat system serta 

pengawasan mutu dalam memonitoring pelaksanaan prosedur Standart Operation Product 

(SOP) dan reinforcement akhlak kepada seluruh karyawan, serta dapat melaksanakan audit 

system pengawasan internal di seluruh outlet klinik Kimia Farma dan laboratorium klinik 

agar kasus daur ulang alat rapid test seperti ini tidak kembali terulang. 

3. Masyarakat perlu diberikan edukasi atau sosialisasi tentang perbedaan alat rapid test 

antigen yang baru maupun yang bekas serta alat rapid test antigen yang sudah siap 

digunakan seperti, permukaan stik yang masih bersih dan berwarna putih, masih mulus dan 
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tidak bergerigi atau bergelombang, tidak beraroma atau berbau, serta memiliki izin edar 

terkait merek dan tanggal kadaluwarsa alat rapid test. 

 


